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JIUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), Oktober 2019,
pp.481-489 DOI 10.33087/jiubj.v19i3.705 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN
2549-4236 (Print) Wahju Krisnanto, Nany Suryawati Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus
di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo) Wahju Krisnantol, Nany
Suryawati2 1,2Faculty of Law, Universitas Katolik Darma Cendika
Correspondence email: krisnanto.wahju@gmail.com Abstrak. Pemberian
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi
pembangunan di era otonomi daerah merupakan peluang sekaligus
tantangan. Pemberian kewenangan tersebut, memerlukan dukungan
kapasitas dari aparatur pemerintah daerah untuk mampu merencanakan
kegiatan program pembangunan yang inovatif berdasar pada kebutuhan
daerahnya. Dalam faktanya, masih banyak aparatur pemerintah daerah yang
belum memiliki kapasitas untuk merencanakan kegiatan program
pembangunan yang inovatif. Diperlukan informasi data untuk mengetahui
faktor yang menjadi akar penyebab rendahnya kapasitas aparatur pemerintah
daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Tujuan diketahuinya
faktor akar penyebab rendahnya kapasitas aparatur pemerintah dalam
melakukan perencanaan pembangunan adalah diperolehnya solusi yang
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintahannya. Sebagai lokasi penelitian, dipilih wilayah kota
Probolinggo. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui adanya
beberapa faktor penyebab rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
adalah belum efektifnya mekanisme evaluasi, tidak ada pendokumentasian
dan pengkomunikasian hasil kegiatan program pembangunan, tidak adanya
rencana pengembangan SDM, lemahnya data input perencanaan program
pembangunan dan cepatnya intensitas mutasi aparat birokrasi. Kata Kunci:
Aparatur; Kapasitas; Perencanaan; Pembangunan. Abstract. Giving greater
authority to local governments to carry out development innovations in the
era of regional autonomy is both an opportunity and a challenge. The
granting of such authority requires the support of the capacity of the regional
government apparatus to be able to plan innovative development program
activities based on the needs of the region. In fact, there are still many local
government apparatus that do not yet have the capacity to plan innovative
development program activities. Data information is needed to determine the
factors that become the root cause of the low capacity of local government
officials to carry out development planning. The purpose of knowing_the root
factor that causes the low capacity of government apparatus in carrying out
development planning_is to obtain solutions that can be done by local
governments to increase the capacity of their government apparatus. As a
research location, Probolinggo City was chosen. The method used in this
study uses a qualitative descriptive approach. The results of the study
revealed that there were several factors causing the low capacity of the
regional government apparatus, the evaluation mechanism was not effective,
there was no documentation and communication of the results of
development program activities, lack of Human Resources development
plans, weak development program of input data planning and the rapid
mutation intensity of bureaucratic apparatus. Keywords: Apparatus; Capacity;
Planning; Development. PENDAHULUAN Tumbangnya pemerintahan Presiden
Soeharto pada tahun 1998 menyadarkan masyarakat Indonesia, bahwa
sistem tata kelola pemerintahan ketika itu sangat rapuh untuk
disalahgunakan oleh para birokrat. Kerapuhan sistem tata kelola
pemerintahan tersebut menimbulkan penyakit (patologi) di kalangan birokrat
di Indonesia yang ditandai terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).Terjadi sentralisasi kewenangan dalam tata kelola pemerintahan di
Indonesia yang berakibat absolutism kewenangan pada segelintir elit politik di
Indonesia. Sentralisasi kewenangan juga terjadi dalam sistem pemerintahan
di Indonesia, dimana sistem kewenangan pemerintahan tersentralisasi pada
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Abstrak, Pembarian kawenangan kabif Deser kepads pemannian daerah uniuk metakuken Ingves pembenganan di ara alonomi
dasral marupakan paluang sakalipus nbangen. Pembarian bewenangan lersebul. msmeriscan dokengan kapasilas dasi aparalur
pamedinigh dacreh ohuk mampy merencanakan keglafan peogram pambangungn yang ooved bordesar pada kebuduhen
daprabeya. Dalem faklamya, masih banyaic aparsior pemesindah daerah yang balum mamiliki kapassitas wnluk merencanakan
kesgiztan prnrah'n pembanpuran yang inovalil. Digerfdoan inlarmasi data untuk mangetane faklar yang meanjad aker penyebab
randahnys kapasias ur pamerintah daseahn uniuk malakuken parencansan pembanmunan. Tuuan dikelaherga fakioe akar
panyabab rendabnya kapasilas aparalur pesnadriah dafam melakikan perencansan pembangnan adstah dperolehnya salusi
yang dapat dilakisken olah pameniniah daarah unhse meningkatkan kepasiias sparatur pemanntahanmya. Sabagal lokasi panalitian,
ciplih wilayah kota Proboingpo. Metcde yeng dipergunakan dalem pensiitian inl mempargunaksn pendekatan daskriptid lkualitalif,
Diari ha=il penefilian dhelshui adamya baberaps faklar penyebah rendabnya kapasilas aparator pemesintah dasrsh adalah balum
edeniinge makanisme evalisasi, ldak sda pendokumaniasien dan penghamunikasian hasll kegiatan progrem pambangunan, Hdak
adanya rencana pengembangan SOM, lemahnga data input perencangan program pembangunan dan cepatnya infenslias mutes
aparal Birakrast
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Abstract. Giving grealer auffanly b local goveramernds o cany oul develpmenl novalions i Fe era of regiomal sulonomy is
hoth anrcoparmailty and a chatange, Tha graning of such suthonly raqaves the supood of the capachy of the reglanal gavamment
apaavanes o ba sble io pln inacvative develaomen activifes hasad an e nesds of e o in G, e e sbil
many Moe povernment spparaius thef oo nod yaf hewva fhe fo plan innovakee davelopment arogram acfvifes. Dafa
infoymaion s needed o dederming fhe fackors Maf bacoma the ool cawse of the iow capacty of local govamment officlals ta camy
o development plamaing. The purpoge of knowing Be ool facfor hal causes the low capadily of govermmenl Apparaius in
camying o gaveiapment 15 ha phisin sekubons that can ba dane by Ocs! govarmments e incragsa the capaciiy of thav
govarmTrant sapararus. As A resasvch location. Probolinggo Gy was chosan, Tha method usad in this sy ises & qualtativa
desoralive approact. The resulls of e sfody evsaled thal theve were several Bactors Sausing the low capaciy of the rapions
govarmmant soparaius. iha avalanon mechantsm was ol efectiva, thaa was ne decumesaion and communicaiian of He resulls
of develppment grogram aciviias, Bok of Human Resawcas devalopmand plans, weak devalpomant pmgram of inpw dafa
plariming and i rapid mudstion ifensiy of Buresacrafe appanais.
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PEMDAHULUAMN Menyadari  sstem  fata kelola  pemerintahan

Tumbangnya pemerintahan Pressden Soeharts
pada tahun 1938 menyadarkan masyarasat Indonesa,
bahwa sistemn lata kolola pemesniahan ketika Ao sangat
rapuh wniuk  disslahgunakan  olsh pars birokeat
Kerapuban sistem fala kedola pemerintaban lersebut
memimbulkan pasyvakil (paiolog) di kalangan birokeat &
Imdboeee sia yang ddandal tergadnya prakik konepal, koluss
dan nepatisme (KEN). Terpdi senbaisas kewenangan
dalam fata kednis pemenntahan o Indonesis  yang
berakibal absohdism kewenangan pada segefnbc alit
politi o Indong s,

Sentralimasi  kewsnangan  [uga
sesbem pemarinizhan di | Indonasa,
kewenangan  pemerintanan  Eersenralisasi | pads
Pemedntah  Puesal,  Tidak  leradi  pemesataan
pembangunan & salurub wilayah di Indonesia, Wilayah
pems=nntahan  yang jauh  dan  pusat  kekuasaan
mendapaikan alokasi dana pembangunan lebibh sedkl
dibanding d@engan wilayah pemennlahan yang dekat
dengan pusat kekiasaan. Tedak mengherankan spsabia
angka indeks porseps korupsi Indondsia pada S
1888 terendah 4 antara negara-negara ASEAN dengan
penduck miskin sebesar 47 97jua orang pada bahun
1988 (Stafsik, 2017

teradl  dalam
dimana  sistem

Indonesia yang rapuh tedhada praklik KEN, masyarakat
rmenginginkan déakukannya reformasi sistemn tata keloia
pemarimiahan vang mendasskan pada pensip  tata
kedola pemerintanan yang balk (Good Govemancs).
Implemanias pingip Good Govermance dimulai dengan

malakukan  desenfralisasi  kewenangan o kepada
Pemesintah  Daerah  yang ss=lama  Inl porss
kewananganmya  banyak  dikiasai olah  Pemesintah

Pusal. Asas desantraksas: ersendt diwd|udkan dengan
pemiasan olenomi dasrah kepada Pamariniah Dagrah,
baik di §ngkasl Pegvins, Kabupaben dan Kola, Rondine®
{18583) mendefiksian otonomi cassah  eshaga
pambesian kewenangan dar Bemarinfab Pusal kopada
Pemenintan Daerah terkalt polilk dan  hukum . unbes
rmafencanakan, membual Kepulesan  dan mengeiola
fungsi publik, Fungsi publik diseni fidak saja sebalas
pada fungsd pelayanan pemersdahan pada hal-hal yang
berslal admesstrald, namun pega mdfencanakan dan
rmelaksanakan pemboangunan yvang dapat dimantaatkan
oleh pubik.

Ooewzere daerah  bukan  sekedar  pemsasan
kewenangan daiam mengatur lala pemenniahan o
daorah saga, namun diperiukan kemamgean  dasah
untuk. momafami o Secars  mendalam  potensi  dan
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permasalaban yang dimdki  daerab sorta kebubdhan
nyala warganya, Oleh Karena ilu, aspek peroncangan
pemsaniunan dengan  mempernatikan pobens,
paremasalaban dan kabubehan nyata warganya, manjadi
kuenci awal yang diperukan dalam pedaksanaan otonoml
daerah. Selain danpsda  ibu implementasl  Goog
Genamancs dalam olonomi daarah jega dapat dirmulas
darl aspek perencanaan pembangunan. Setdaknys
tercapa 2 (cua) alasan diperlukannya  persncanaan
pemBatguenan, yaite lidak adanya Eepastian tentang
kondiel pada masa mendatang seta uniuk memoerikan
arah pembangunan, Tangs arah pambangunan yang
pasll, ma=a pemerintzh mengaiaml kesulitan  uniuk
mansfapkan langkah dan pricstas pembangunan yang
digrmixdnya. Sebagal akibainy:, angoaran pembangunan
terbasang sla-sia tanpa dapal memberkan  manfzat
sebesarnya bagi kesejahiaraan warga

Menyadan pentingnya aspel perencanzan dalam
sEstem tata kelola pemenntahan yang baik, PEwrintah
pada fafiun 2004 tefabh menarbitkan U Mo, 25 Tabun
2004 tentang Sistem  Persncanaan  Pembangunan
Bsional.  Melali  wndang-undang im diatue sistem
perencanaan pembangunan yand menghasdkan
rencama pembangunan  jangka  panjang,  jEngka
menangah maupun tahunan yang dilakukan oleh sermua
ungw pemersmiahan, Telsh pula diamanatkan dalam
undang-undang ini, bahwa perencanaan pembangunan
harus bersfal lerkoordinadif, sinergis dan komprehensd,
Koordinas: dan ssesgias fidak hanya berad & antar
orfanisas  parangkal daerabh (OPD), antar  swilayah
pemsdntah daerah dan héradl pemerintzhan (pusat,
provinal dan kabupatendkota), namon pega melibatkan
barbagai pemandgkiu kepantingan @& wilayah pamaesiakb
daerah.

Selain pada  aspek  perencanaan, isu sanbral
imgiamantasi clonom: dassah adalah pada kesiapan
aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan sslunuh
kebdjakan  olonomi  doerah, Hal = sepeti  yang
disampalkan oleh Cheema dan Rondes® dalam
bukwnyva  yang  berudul  CDecenimization and
Development  Polcy  implarmentaion o Developing
Countries ” yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur
dalam manajedial dan admnisiraldl pembangunanmya,
khamus pada asped perencanasn, pengendallan dan
pengintegrasian pambangupan sangal berparan dalam
implementasi olonomi daerah (Chesma & Rondinalli,
1083, 26-27).

Kapasias aparabe  pemerntah  daecah  dalam
peErencansan pambangunan menad isu sentral dalam
impésmentssi  olonorms daerah.  Hal e karena
kemampuan aparahe pemerntah dasmh menjad pilar
penyangga defam penyelengaraan pemensntah dasmah
iListyodono & Purwaningdyah MW, 20048},

Telah banyak peogram  reformasi brokeasi,
Kssusnya  terkalt dengan  peningkatan  kapasitas
birokrasi dalam peréncanaan pembangunan yang felah
dilakukan Pemerintah. Mamun dalam pelaksanaannya,
belem cubup membenikan hasil yang maksamal. Hal il
diindikasikan dengan adanya bebarapa lensmena yang
tenad dafam persncanaan pemoangwnan, antara laim
masih banyaknya perencanzan pembangunan yang
hanys mengacy pada perencanaan pembangunan tabun
lalu tanpa mendasaskan patga  kebuldhan nyata

masyarakal yang ada & dagrah, Sebaga akibatwya,
pembangunan menjads lidak efekid, efisien dan stlagnan,

Rendahnya kapasitas SDM  aparatur  dalam
impdamentas kabipkan obenomi dasrab jugs dhemukan
dari hasd pensitian yang déskukan obsh Seymor dan
Turner [(2002) yang menyatakan bahwa kemampuan
SOM di bigkat eksekulif dan Rageslat! di daerah &
indonesia dalam rangks impéemeantasi kebiakan otonomi
dagrah dirasa belum siap,

Artiel ini disusun untuk mgmberikal) konfribus
reformasd  Deokras:,  khususnya  uniuk  peningkatan
kapasias aparater pemarintah dasrah dalam melakukan
perencanaan pemoangunan, penslitan inldilakusan.
Agar mampu mamberkan kestribus datam penmgkatan
kagasias  aparaber  permanniab dalam o molakekan
perencanaan  pembangunan,  diperiukan edanya
informasi vang dapat menjawab tentang Tal@r-fakior
apa  yang menjadl penpebab lemehnye Kapasdas
aparaiur  pamerintah daerah dalam o melakekan
perencanaan pembangunan sera sofusi apa yang dapal
dilakukan  untuk  memecahkan  akar  penysbab
parmasalahan bersabut,

METODE PEMELITIAM

Arliel ini ewrupakan hasil pesslifan  bersal
deskrips  kesBatd yang ddakukan  di o lingkumsgan
Pamarintah Kota Probalinggo yang dimaksudian wniuk
mangetahui - akar  penyebab  begadiava  lemabnya
kapasias aparabe Pemenntah Kota Probollnggo dalam
medakukan  parancanman pembanguenan Lintuk
mangetahul akar penyetat tersebut, penulis melakakan
wawancara secara mendalam (i depdh) terhadap
aparatur pemanintah daarah @ beberapa Organisas
Perangkat Dasrah (OPD) yang mendudukl jabstan o
hidang pesencanaan. Pemilfan responden dfakukan
sgCara parposive sampng dengan  besaran jumlak
responden sebanyak 30 orang responden. Seluruh dats
yang dEpenodeh dan hasl wawancara secasa mendalam
(e de gt selanjuinya dkanassls demgan
mampargunakan model Spradlay. Dangan
mamparguiakan analisis mi, maka sefurch data akan
dilakukan analista domain, anakais takeonomi, anaksis
kompaonen dan analsis lema (Emain, M. Pd, 2016, 209).

Untuk mengstahul akas penyebab  rendahnyas
kagasifas aparaiur pemerintah dagrah datam melakukan
perencanaan pambanguean, sacara umem data yang
dikumpulkan dan csategorkan ke dalam 4 (smpat)
aspak, Perama adalah ada Sdakeya kebijakan OPC
yang diujuksen wniuk  menstimull movasi | dalam
pErencanaan  pembangunan. HKedus, ads  Goaknya
kebdjakan OPD dalam pengembangan kapasdas SDM
aparaiur pemenintah  daerah  wniuk perencanaan
pembanguenan, Kaliga, pengetabuan SDM aparabur
pemarmiah dagrah dalam mefakukan ana@sis kebuiuhan
masyarakat, dan  keemgal,  pengstabuan dan
keframpdian DM aparatur permaritah daerah dafam
My LIEWN parencanaan pembangunan.

HASIL DAN PEMB AHAS AN
Kebilakan Pemerintah Kota Probolinggo Unfuk
Menstimull Perencanaan Pembangunan

Incvas dalam perencanaan merupakan aspek
tenpenting untuk mencapal twuan (goals) dan sasaran

452
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(abjectives). Inovasi dapat dipengani aleh kemampuan
individuad  perencana,  Mamun  ksterganiungan  pada
kemampuan  mdvidu dalam menghasilkan  movass
leunya  akan  Berpenganub pada masa  depan
kebedanjutan inowvas & masa depan. Oleh karena it
sehangsnys movasi bukan dilahirkan darl kemamgpaean
individiu, tetags oleh hebaradaan Sshem yang Gidptakan
dalam OPD unbuk mendonong movas oéeh sumbser daya
manesia yang ada.

Manurst  MNeglcalfe, yang dimaksedsan  dengan
inovasl adalash sebush sistem  yang  mearf8himgun
berbagai instikesi untulk Beekonbribaesi, bak  Barsams
rmaupeen  indiedu, uniuk pengembengan dan  defuss
teknologi banu dan menyediakan kesangka kera wniuk
mengmplementasikannya. Dalaf)  konleks  mi
pemenntah daerah patlu memosniuk dan
mengimplemeniaskan  kebijakan  yang  dapal
mempengaruhl proses inovasl. Dengan demikian, sstam
inovas merupakan suatu sistem dari lembaga yang
salng berkadtan wnluk menciptakan, manyimpan, dan
mengakhkan (mentranater] pengetahuan, keteramplian
yang maenaniukan leknokogs bary (Rivai, 2007,

Jika dikaitkan dengan konteks yang lebin huas,
kelwjakan OFD untuk menstimules  onovesd tersabut
margpakan  bagian dad  manaj@gmen  poengelahasan
{knowledpe mansgemeni] dakam instiuss pamerintahan.
Penarapan  manajemean  pangetabuan | Rocwdedpe
managernent o crgansas pemarmiahan hamge Sarma
dengan organisasl swasta, hanya safa pada ongansEas
pemanrahan  Wguan  akhes  dari Bovas adalah
peningkatan kayanan publik.

Dengan demélan hfuan pensrapan Managmen
pangetabean {kriowlkedge managermend) pacda onganesas
pemanntahan adalah unbek  mempermedan  proses
pencptasn, pengurnpulan, pemdmpanan, dan bebag-
tular  pangetaban  (kiowledgo  shanng),  menubug
kesenjangan pengetahuean antara satu pegawsl dengamn
pegawai  l@nnya  dan meningkatkan  Remampuan
organisasl  dalam  mengelola aast  intelekiual,
pengetabuan dan pangalaman yang ada.

Birokras pemenndahan dasrah sebenarmya belah
didorong uirbus melaksanakamn MMEanapemar
pergetabuan,  Masajpmen  penf@tabuan dalam
pemsfntahan lelah diaber dalam Peraturan  benten
Pambardayaan  Agaratur Megara dan  Relormas
Birokrasi Momor 14 Tabunm 20171 tenstang Pedoman
Pelaksanaan ManzfEmen  Pengetahean
(Parman PANARE NERD 4 Tabun 2011).

Brdasarcan Fermen PANARE No. 14 Tahun
2011, besibag pangetahwean adalsh proses menyebarksan
dan membual pengetabwan tersedin wniuk  berbagai
kafangan yamg memoutuhkan di deatam  organisasi
pengpunanya. Proses berbag dapal terbenbul melalu
proses sosal pada kultur organisas yang menghargai
akilvitas berbagl pengstahuan. Proses tersebut dapat
barangsung secara bradsional melabs  diskesi dan
kofokivm, mavpen melaks medium modem  demgan
berbasskan tekmeolog. Dengan adanya hManasmen
Pengetahuan, OFD dapal befagar unbuk mafaksanakan
akilvitas yang semakin bak dan wakiu ke wakbu
Kemampuan  indivdu-indivics dalam OPD akan
memanfaatkan pengeiabuan kolekiil yang messka miliki
sekaligus dapal menghindar 1erjadinga pengulamgan

proses, larmasuk di dalamnya Kemamgean ok Bl
dan mengevaluas tindakan yang telah dlakukan, yang
pada grannya akan mempengaruhl kinerja ongansass
it sendin

Berdasarkan hasil wawancara dan penglusasan
dokumen yang ddakukan, feridentdikasl 3 (boga) kondi=
yang lefkait dengan  bBelum maksimainga  semulas
inowasl dalam perencanasn pembangunan di Kots
Proboinggs.  Pertama, tdak adanya  Robijakans
pendokurmentasian  secara sisbamalis Sy
pengalaman-pengalaman dalam menjalankan program
kerja, sekaligus kebiakan yang memasi&an aparater
menuliskan inovaal yang dlakukan & tahan felu.
Kemampuan uniuk mengakumubasi pengetahsan dan
kedaraemdlan  ini sengguh pentimg dalam rangka
menad&an Fameanintah Kode Frobolinggo memadi puesat
pemisaganan [ feaming cenfer),

o= mampean mmienul lsXan pengalaman,
randoky mantasikantya sgcara sslamatis,
mandEalogkannya dengan berbagai pihak yang mampu
rmemberl masukan berharga menjad sangal panting &
dalam  proses  membangun pengelabuan dan
keterampilan dan pengalaman emgens i, Dokumentasi
teriulls sebagal bahan pembelajaran das perencanaan
sobelumnya selama ini mengace kepada LAKIP dan
Laporan Kegiatan. Mamun LAKIF dan Laporan Kegiatan
memupakan  dokwmen yang  bersifat | mstibesional,
sofengna fidak merepresentasian pengetabuan dan
ketrampdan di level indlvedy pegawal.

Kedua, tidak adanys strategl agar aparatur
Pemesintah Kota Probofngge mampu  menghasilkan
dokumen khasus lentang movas! dan penpgalaman
pmpEis melaksanakan programe-peogeam pemibangunan,
Pedoman dalam inovas: pelayanan publik, salah satunya
dalam ook dowwmentasi, sebenarmya wlah diabe
dalam  Perabean  Masteri  Pemberdayaan  Aparaber
Magara dan Refoomasi Birokraal Momore 31 Tahun 2014
lendang Pedosman Inovasi Pelayanan Publik. Marmas
dalam fakianya, hingga saat il befem ada upaya
pendokumentasian  pengalaman  dalam menjalankan
program kera mapan inovasi yang diakukan oleh
Pemesintan Koda Probolnggoe. Kondial ini ega belum
terwujud dalam kebgakan Pemearintah Kota ProboBnggos
YEMY mMendorong aparatunya menghasian dokoemen
khisus leslang novas  Pembuklian ada  Bdaknya
sirateg tersebul dapal dilibal pada ada  Gdaknya
publixasi khusus berbentul buku, yang mencestakan
lemdang inovas penting OFD sebagai bearanmya,

Dan hesil wawancara dengan responden kwemol,
diketahal =281 Inl usulan inovasi bosk deampasan
terfulis secara komprehensl Pongalaman pada salah
saty OPD  menenukksn  babwa  nowasi  dalam
perencanaan pembangunan hanya disampaikan secana
lisan datam rapat staf, Usslan tersetad kemudian akan
dibshas dalam rapat ataf. Metods nd tenteya memille
kedermahan dalam pendokumentasian usulan fersebul
yang pada akhimya inowasi tersebut tidak dapat dikap
dan démplementasikan.

Ketiga, dari hasil wawancara dengan bebarapa
responden ciketahel =ast e di Pemerintah  Kota
Probobngoo Dekem memilile mekandsme sstem yang
mamungkinkan  pegawes  berbagl  dan mestransier
pengetahuan dan keterampllannya kepada apasatur lain,
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baik & lgEungan QP yang safma atau antays OFD,
Berbagi pengetabuan marupakan salah salu mefoda
dalam  knowlsdge  mansgement yang  dapat
dipgrgusakan untuk  memborikan kessmoalan kogads
aparatur pemerintah dasrah untek berbagl pengalaman
dan |de pembangunan. Olen karens du perlu adanya
kermunikasi beruga dialog ante apasatur DPD maupun
antar OPD uniuk membagl pengetahuan, peagalaman
dan id,

Tramsler pengotabaan  dan Eebfamgelan  pada
sebagean besar OFD tidak  dilakukan berdssarkan
sestem, felapi dilakukan berdasarkan kebuduban pawa
waktu terentw Jika ferdapat pelabhan atau bimbingan
leknis yang dissduhkan oksh aparatur OPD, maka sefiap
aparatur yang tedkait dengan bidang  dari pelatifan
teragbul  dMugaskan  unbus  meng@ub o pelatinan.
Makanisme penugasan tersebul hanya didasarkan pada
kefmjakan mtermal OFD dan leth banyas disebablan
olah pengamatan kebulshan oleh pimpinan dan bukan
karena adanya rencana pengembangan kapasitas S0OM
aparatwr  di  OPD. Rekomendas: aparates  yang
ditegaskan mangikuli kegialan peningkatan kapasias
sebaga bagian dan transfer pengetshuan inovasl hanya
didasarkan pada bidang yamg ditermpall cleh aparabr
tersebul

Eadalah e i pedatinandokakarya
peningkatan kapasiths, dan hasd wawancara diketabii
tedak adanya mekanisma wenuk melakukan sk
pengetahesn  kepada  aparatw laine Teanafer
pangetabean diakekan secara informal antar el
aparatur. Sebagal akihatrya tidak tenadh
penyebariuasan pengetahuan pada sesama aparaiur
pamanedah dasssah,

Dalam pandangan aparater Pemerntah  Kota
Prabaolingge, sstem  unbuk  berbagl  dan  bransfor
pangatabean bBedan meniped  tanggungjawat | pribadi
aparatwr atau OFD yang memilike tugas pokok dan
fungsi malakukan pengemBangan kapasidas aparabur,
Menamu responden, tanggungjawsa tranafer
pengetabean mengel fugas pokokx dan fungs dan
Badan Kepsgawaian dan Pengamangan S0,

Seharusnya proses  berbagi  dan  asaler
pengetabuan cfeh apamiur dagal d¥akukan melalui
mekanigme sosialiedd vang tardokumentasikan. Upaya
pendokumentasian has® kegialan knowhscos
makals sosiaEsas yang sedah dlakukan aparabus #u,
peru mendapatkan perhatan khusus sehingga nanteays
mEnac rmadil ceganizational knowledge.
Pendokwmentasian hasd knowledge sharing yang baik
diharapkan mampu mendorong pooses permbels@aran
yang berkelanfudan, Mekanisme fransler pengelahaan
dan inowasl tersebut bukean hanya dapat dilakuekan
dalam imfernal OPD saa, fetagi juga lintas OPD. Malaks
pendekatan tersebut dibarapkan perkembangan indvas
dapat terjadi secara merata d setiap OPD.

Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam
Parencanaan Pembanguwnan

Bacara umum dujuan pengembangan kapasilas
tentu agar individu, organisas maupun juga s:stem yamng
ada dapat depergunakan secara efekdl dan efisien untuk
mencapai  hguan dand  ndivido maupen  organesas
teraabul. Dalam konteks pemicangunan, bdak ada tujuan

lain selaen uniuk manciplakan Tata kepamanmtahan yang
biaik sl yang lebib dikenal dengan good governane.
Suatu kondisi kepemenniahan yang yang dcita-ciakan
samud pibak  dan mamge menjawab  parsoatan-
persoalan dunda saal nd

Jika ditnjau dan perapekiif siatem, penguatan
kapasitas aparatur  pada hakekainya  marugakan
pendayagunaan dan pembinasn kesslumshan sistem
admenisiras pemearintahan daerab yang Berokes pacda
pengamiangan Kasmpanen-kamponan dasar,
Komponen-komponen dasar tersebut meliput kapasdas
kefembagaan, Kapasias kepogawaian dan mekanismme
ketataiaksanaan  wang  kondusd dan sinergl
Penge kapasitas kompanen -komgaondas
lersedad  akan  mewujudkan  sSsiem organisasi | dan
manajemen aparatur pemerintah daersh yang mampu
manyelenggarakan lugas dan fungs pemerintahan serla
pemangenan secana optmal.

Pegngembangan  kapasitas  dapal  didefnesikan
sebagal  sebwah  prosss unluk  maningkatkan
kemarmguan mdividu, kelormpok, organisssl, komunitas
ataw  masyasakal unbuk  menganalisa  lingkunganmya;
rmengudentiicas| masaiah-rmasalah, kebubuhan-
kebutuhan, lsl-su dan peluang-peiuang: memicamulass
sirategi-strategs uriuk mengalas masalah-masalah, ise-
lsu  dan  kebutshan-kebutuhan  fersebwd,  dan
mamanfaatkan  pedvang  yang  relevan,  Merancang
sobuah  rencana kedga, sevda mengumpulkan  dan
menggunakan secara efektd, dan atas dasar swmber
daya yang berkasinamixmgan unfuk
mengimplemaniasikan, memonitor, dan mengevaluass
rencana kerja terssbul, seda memanfaatkan wmpan
balik sabagai palajaran (Cagadcily Mesd Assassment A
Concepiual Framewors, 2001 ).

Berdasarkan  wawancara  dengan  Bebsraga
aparatur Pemenintah Kota Probolinggs, ditemukan bidak
adanya kebijzkan pENQEmDangan kapasias
perencanaan  peribangunanan yang  sfatngs jangka
panjang untek aparalur yang besada dosstiap OFD.
Tefak adamya kebgakan bersebut Benmplikasi pada Sdak
dapal  wrukurmya imgdementass  pengembangan
kapasitas aparabe dalam perencansan pemoanguenan.
Selain ilu pega besmplikasi pada  Gdak  adanya
rmondoning, evaluass, dan penin@auan keblgkan o
dagrah,

Saal i upaya pengembangan  kapasias
rmerupakan beglan yang pending o dalam berbagal
aspak apavatur pemerinkahan, Dalam kehidupan sehari-
harl pengembangan kapasdas misaknygs diaksanakan
ERngan pendidikan, ba secara formal maupun informal.
Dalam pamarntahan pengembangan kapasitas aparabur
pemsrniah jaga pentng wnbek mensngkatkan pedorma
aparajur dalam menplankan hegasnya sebags abd
negara, dan puga regulas dan cereguias  kebijpkan
pemermiahan. Datam konteks pembangunan secars
kesoleuhan, upaya pengembangan kapasitas menjadi
bagian yang tidak terpesahkan. Dengan kats lain &dak
rmasmgkin b SuEty proEEs
pambangunanipengembangan dalam hal apapun tanga
upaya pengembangan kapastas bagl pelaku maupuan
|uge slstem yang mengatenya.

Bardasarkan hasl wawancara lerhadap babarapa
responden di OPD o lingkungan Pemerintan  Kota
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Prabalingge, sebagean Basss responden baranggapan
bahwa  kehijakan  perencanaan  pengembangan
kapsaitas  merupakan tanggueng pawab Badan
Kepegawasan  dan Pengembangan  S0DM Kola
Probolingge. Organisas: Perangkat Daerah {OFD) hanys
melkaksanakan kebdgakan pengembangan kapasitas yang
tedah  dEbuat  oleh Badan  Kepegawaian  dan
Pengermboangan S0OM.

Pendapal i menunjukkan adanya pandangan
bahwa  penngkatan  kRapastas  agaralur  dalam
perencanasn pembangunen  senarusnya menjad
tanggpeng jawab Bagpeda & Litbang Koba ProBosnggo.
JE daltkan  dengan konteks  perencansan
pembangunan, maka sshanesnya Bappeda & Libang
Koty Probofinggo memfasiSias adanya pendampingan
perencansan program  dalam  rangda  peningkatan
kapasitas  50M  yang mesabal sebagai  Kasubag
Program dan  Ferencanaan. Tidak adanys upays
paningkatan  kapasitas  Kassbag  Program dan
Perencanaan di OPD berimplikasi  pada minimeya
pengetahuan dan ketramgxlan Kasubag Program dalam
miiakukan  parencanaan pembangunas,  Salama ini
pengetahuesn dan ketrammlan Kasubag Program lebin
banyas depercteh metslul transter Indormass di antasa
Kasubag Program dan Pesencanaan dalam melakukan
PETENCEZAN CEmDangenan.

Lebibh darpada ite,  kegiatan  pengemb@ngans
kagasilas saja  bGdak cukup  unbek memngkatkan
keterampianfemampuan  dard  eparater.  Kapasilas
aparatir dapal berkembang Kelika pengetahoean dan
keteramgedan baru yang dmilikinya diaplikasikan dalam
kesga sehari-nan dan secars Deselanutan melakuekan
refleis  tentang  inovasi  dan kegmlan  program
pembangunan  yang benar-benar  temsmplementas:
dengan bas sorta aspex apa sag yang pedy dilakakan
parbaikan. Has2 refieks  atas  pengalaman  tersebul
diharapkan dapat mengembanggsan pengstahuan dan
kedarampdan menjad kemampuanfeahlian®.

Pengelahuan  dan  Keltrampilan  SOM  lerhadap
Arnalisis Ketntuhan Masyarakaf

Anafisls  kebutlihan masyarakal  mesupakan
kigpatan  wilama  yang  melandasi | pembangunan
masyarakat, alasan  pokoknya adalah  menghedan
lesfacinya kesalahan definis kebuluhan (nesds) dendgan
kgingnan  (wants), Meski perbedaan antara keduanya
cukup  kontras, anabsls pentng  ddakukan, Karena
kebaduhan  torkait dengan konsep  keswalaan  dan
prioritas. Kebutuhan dswemuoskan ook dipenuid
berdasarkan wutan Kepenbngannya. Selain fu, praksk
pemenghan  keiaduban  mengiketi - kebutuhan  yang
dirgsakan, ssdangkan kebulukan yang  dirzsakan
serngkali berbeda dengan kebduhan myata,

Dalam konboks pemenintaban, pengstabuan S0
dalam anallsis kebwiuhan masyarakat dibutehkan wniuk
manghasilkan perencanasn  pembangunan  yang
responsil  dan  akurat.  Mendasarkan  pada  hasd
wawancars dengan responden, sebagian besas OPD
manunukkan  babwa  analiss behadap  kebutuban
masyarskat sumbemnya  terbalas pada apa  yang
diperoleh dalam Musrenbang. DI slai lain, kebuwiuhan
vang  disampaikan  Mosrenbang sanngkal  Sdak
manyentun  akar pesmasalanan. Dampsénya adalah

banyak kebubehan masyarakal yang diselesasan dalam
banluk pembsdan hibah, Realbas 0 momeukkan
masih lemahnya kemampuan anaksls bebsrapa aparatur
di QPLD dalam menganassis keutuhan masyarakat,

Fada tingkatan staf pugs seringkad ditemukan
tdak adanya kemampean wniuk menganalizs kajtan
Renstra OPD dengan RPJMD dan  Suslamabie
Davelopment Goals (SDGs). Hal ind disebabkan fidak
adanya pemarataan pengetabean dalam menganaisis
RPJMD dan Bagaimana manaramabsan RPMAD ke
dalam tingkatan kegiatan program di o setiap OFD
Mgndasarkan pada basl wawancara dengan respondaen
diketabal sehamsnya  setap  stafl jega  memilil
pengalabuan yang komgeshensil  terhadap  RJPMD
sofingna  selurvh  agaraiur  pemerinfahan  mamilike
keaamaan pandangan tentang fujean yang ingin dicapal
dalam & {lima) tahun mandatang.

Heterbatasan wakby dalarm meiakukan anaksis
kebwluhan masyarakal secara mendalam uga furut
berpenganh,  Keterbatasan  alad  sempifnya wakiu
tergebul mengakibatkan staf kebdy banyak bergantundg
pada apa yang dipamleh dari Musrenbang, Padahal
anali=s ketwtuhan fidakiah cukug hanya menggunakan
£810 1eknd uniuk merumaskan kebuluhan masyarakal,
dalam hal i medalui Mustenbang, Analisis kebaduban
masyarakal hanes ddskukan frangulasi dengan cara

an Beberapa macam teknik dan menggas
data dari berbagai sumiber dalam masyanakal,

Berdasarkan Informasi yang dipercdeh melabs
wawancara, sebanamya telah dsadar Babwa wsulan
yang dipercdésh datam  Musrenbang seringkad  tidak
memgawab  akar permasalahan yang ada  dalam
masyarakal, Masyarakal pada wnumaya lidak mampu
menangkap Spa yang men@d kebuetuhan el sshingoa
apa  yang dEsampakan  setingkali keinginan  jangka
pandek alau Kebuluhan yang barstat arsdisial

Jika dianalizgs ehih lanjut, kelemahsn dalam
kemampesan manganalksis kebubshan masyarakal dafam
perencanaan pembanguenan beraumber dan lemahaya
penguasaan data. Lemahoya pengueasaan dafa dapal
disebabkan ofeh  keforbatasan  pengetahuan  swembar
daya terhadap data, atau mensmnya data yang diméik
dan dEiubkan OPD sebagas Semisr informasi dalam
rmenganalisis kebubuhan magyarakat.

Minemnya dala dalam dalam hal =i adalah
kedarsadiaan dala stalistik sesuea dengan kebubuhan
perencanaan pembangunan daerah. Maalnya, dats
slatisfk vang mengad indikator 5DGs yang borkaitan
dengan bidang kerja OPD. Kelemahan ksmampuan
rmenganallsa data, misalnga dalam bentuk kemampuan
manganalisis dalmnlormas yang berkaitan  dengan
indeks  Pembanguenan  Manwsia  (IPM} serta
mamanfaatkannya  wuk menyesun orientas  dan
prigrilas pembangunan yang maniad  asggungiawab
OPD.

Dangan kondisi #u, sehanesnya aparatur di seliap
OPD didorong untuk 1edbat dalam pengumgadan dats
secara fangsung. Terutama dala-dats empisc  yang
pentEag dalam  manganaisis kebaduhan  masyarakal,
Keterkbatan langswng dafam  pengumpuian  data
nantnys dapat mendorong perkembangan penguassan
stal lefhadag data-data yarg penfing di bicang kerjanya
masing-masing.

d4E5




1
Wakju Krigndnie dan Mym!&%mmmmmmmmm#md
me

Erprongpan
Pengefahuan  dan Kelrampilan  SDM Dalam
Perencanaan Pemibangunarn

Azpek terpenting diakam PErENCanEan

pemBangunan  adalah pengotabuan dan Kebrampilan
swmber daya manussa  yang  bedindak  sebagal
perencana.  Jika S0OM  tersebut fidak  memdik
pengaiabuan dan kalramgdlan datam prencanaan maka
besar kemungkinan rencana yang disuswen bdak memdiki
kuaftas yang baik. Oleh karona du, desinya soliap
aparatur yang ada di Pamerintah Kota Probolingge
memiliki pengetahuan yang balk dalam mengansliss
PEIBACEEGAN DEmiangunan.

Bakty dan lemahaya pengetahuan dan keframgdan
SOM dalam perencanaan pembangunan & Pemerniab
Kota  Probolinggs adalah  befen adanya kesaluan
pemanaman  ientang bagaimana  sebenamya
sEnkronisas perencanaan program. Mendasarkan pada
haed wawancara dengan beberaps reaponden, diketahal
beberapa  DOPD  Gdak  mongelafes  sejpahimana
snkronisas  RAensta OPD yang  disusun jika
dibandingkan dengan RPMD. Beberapa OPD memilik
kekhawadiran bafwa Fenstra yvang disssun jusine lidak
segual dengan RPMD. Kekhawstran tersebut puoa
dizebabéan lemahnya pengetahuan dan ketrampllan staf
dalzem membuat parencanaan

Jika malah sabe pendekatan dalam perencanzan
pemangunan  adatah  lop-dowe, maka  Sehanesnya
dilaksanakan evaluas dan sinkronisas Renstra dengan
APJMD. Hasil evsluasi dan  sinkronésas:  tersebut
kamudian disampaikan kepada SKPD masing-masedg
unbuk ddaksanakan penimgauan. Mamen berdasarkan
informasi beberapa responden df OFD, tdak diketahd
adanya hasd avaluas dan Snkronisasi antara Rensira
dan RPMD. Sslain du juga dikefuhkan  minemmya
asistensi maupun gslatihan dari OPD yang meambidang
perancanaan pembangunan wituk menyesun Rensira
OPD.

Permasaiaban  lain  yang W bespengant
kepada pengetanuan dan kKetrampllan aparatur dafiam
pemncanaan  adalah  lensitas medas,  Tingginga
interesitas  mtasi dianggap mesyulitkan OFD usiuk
mensngkatkan pengetahuan dan ketrampdan staf. ks
dikaitkian dengan keldjakan pengembangan kapasitas
SO0, intenaitas mutasl juga menyditan imgdemantasl
pengemangan kagasitas karena pemesataan kapastas
samber daya manusia akan sulil untuk Scapai.

Selan  aspel  pengelahuan, dalam aapek
ketrampdan soofang aparake pamannial hans mampu
rmenadwalkan, marencanakan dan memfas®iazi dengan
balk dan elekif proses-proses  unbek mendapat
usdandmasukandkritic'saran dari masyarakal farhadap
rencanma cam  anggaran  pembangunan,  proEes

pembanguenan,  dan  hasil  pembangunan,  Adamya
ketrampdian managarial  dalam  perencanaan lersebut
dapat berperan besar eshngoa berbagal masekan
tersabul dapal dsmanfaatkan secara maksamal uniuk
PENYSMAUMEAN Perencanaan,

Praktik perencansan pembangunan di beshagas
OPD menunjukkan Babwa ketrampdan fersebul belah
cukup  demiliki hingga pacda tngkatan staf. Tugas
penjadwalan, perencanaan, dan  berpesan sebagal
fasilitalor lersebul bukan hanya dimonopol oleh Bngkal
pejabat struktural OPD. Staf telah dillbatkan dalam

proses lorsefad sefengoa terlatih dalam  maengambil
peran sebadga Fasilitator,

EBtaf fungssonal seharusnya pega perfe memelik
keframgadan mangempulkan  dan maenganalsis
datadniormas: berkaitan dengan Indeks Pembangunamn
Manusia (IPM), sefa  memanfaatkanmya wniuk
manylsen orgntas dan pricdtas pembangunan yang
menad tanggung Awab OPD. Ketrampilan stal selamsa
ini eebatas pada kemammpuan mengempuelkan dada
Mamun kemampuan mandganalsis data lersebal Gl
kurang. Hal i desebabkan terbatasnya penguasaan staf
terhadap Bidang kerja dan mengkaitcannys dengan
datz-data yang dimikl.

Bagi bebarapa stal lungsonal, bedang karfnya
dalam OPD messpakan Bal baru yang tlidak psrnah
dipelajart  sebelumaya.  Misalnmys  ferket  bedang
pemirdayaan masyarakal, lidak semua sal mamiiki
pengetahuan lentang konsep dan pendekatan dalam
pembgrdayaan  masyarakal.  Padahal - pengetahean
tersetmd  leniunya  menjadi wacana  dasar  sebelum
MEMpU menyusen aabuah parencanaan pembangunan
di bEdang pesrbend ayaan masyaraxal,

Berbagal Eondiss  ferkait  pengetahusn  dan
ketramgdan swmber daya manugia & alas menumukkan
bahwa lidak adanya kebijakan pengembangan kapasitas
berimplkas pada pengetanuesn dan ketrampilan sumbss
daya manusia, Tidak acanya kebfakan pengembangan
kapasias yang sSslemalis sasea badang karja masing-
masing OPFD berdampak pada pentingnya  inisatif
pombstapacan mandinl (s fmaring) Seh seliap stal
fungsional di OFD. Jka stal fungsional di OPD tidak
rmemiliki Inisiatif dalam pembelajaran mandii  weiuk
mgnangkatkan  kapasitasnya,  maka  akan  sulil
mewujudkan pemerataan kapasitas antar OFD maupun
di internad OPD.  Guna mengalasi  permasalahan
lprsaid, diparlukan adanya pemshghatan kapasitas S0M
aparaiur pemerintan dasrah dalarfonteks tugas, pokok
dan fungsinva di dalam OPD maelalui dikiat denin
berodentasi pada standar kompetensl |abatan dan
globalisasi  manajeman  yang  disesualkan  dengan
kebatuhan OPD (Mulyono, 2015),

Di s:al kain, seflap OPD tdak dapat bergantunsg
pada pangetahuan dan Ketrampdan  stal  fengsonal
terleniy yang menonjol kapasitaanya. dka enad mutas)
pegawai  yang  menonjol  akan  berdampakx  pacda
ketrdanpian pengetahuan dan ketrampilan eesebul &
internal OFD. leh karena Au yang peru dewu|udican
adalah pamerataan pengstahoan dan ketampilan dalam
perencanaan d setap OFD. Pemerataan tersebad tdak
dapal diwupsixan secars sporads medalul kebijakan
pimpinan  masing-masing OPD, lefagpd hanes  melaks
desain besar kebgskan pengembangan kapasias (by
design), Sefain darpada e, pemerintah daerah juga
perlu uwiuk mengambang kan metads bar unlbek sstam
mutasl aparatur Yang mampu mengniegraskan sslam
lerauka dan lerliup dadlam poengissan jabatan, fanga
hares menghdangkan pengemibangan karr aparatur &
lingkungan kerjanya (Sudrajat, 2014).

Pengembangan kapasitas vang dilakukan juga
senarusnya tidak berorientasl pada kebubuhan binokrass
843 Potens: apargber juga  harus  dikembangkan
sopenuhnya secara holistik, Skap mental, elos Kerja
dan kreativitas yang nantnya mendorong movasl pega
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Erprongpan it
harus  asambangkan Pangamiangan  tersabut
diharapkian  dagal mendorong  fercpdanya kondis

aparatur yang peka terhadsp aspessi masyarakat dan
kraalif sarta mampoetyai anah dalam manyusen program

kega

.h'lanpemahhﬂn pada hasil temuan  data  di

lapangan seperi yvang ielah dserakan & atas, maka
tendentifikas beberapa faklor yang menjadl penysbao

lamaharya
Pa

kemampuan  Perencanaan  Program
alah aganur di ngkungan Pemanntah

Kota Probolinggo. Beberapa fakbor bersebut adalah:

1.

Belum efekiifnya mekaniame evaluasi

Tidak ubahnya manajpmen pada organsas
prival,  manajemen organisasi | puBSk juga
memearlukan adanya evaluas dalam sebap proses

manajeradtyn.  Evaluasi pada  oeganssasi  publik
diperiukan  untek  peningkatan pelayanannys
lerhadap  masyarakal  secara berkelanjutan

Kehijakan mulu fata keiola pamarindahan yang harus
rmelakukan proses evaluss telah ditetapsan dalam
PP Mo, &0 tahun 2008 tentang Sistem Pengandalian
Internal Pemerintah. Dalam PP tersebut telah diatur
bahwa dalam  proses  manajerdalnys, ongansEss

pamaridabh hanes sgcara Konssten  dam
berkefangutan  menerapkan  sikus  Perencanasn,
Pelaksanaan, Eviluass, Pengandaian  dan
Paningkatan {PFPEPF],

Beraedfleksl pada hasil temuan data di l[apangan,
dikedahui walaupun telah dituangkan dalam kebijakan
Permarintah metahe PP Mo, 60 Tahun 2008, namun
mekansme PFEPP fersebut befum dapst berfalamn
socara elakil 4 lingkengan Pemanndah Kota
Probolinggo.

Kangiaian program WEIRg bedaky
diimplesmntasikan  Beben  cukup maksimal ik
didolwmentasikan, dievabeas| den dscamundasikan
sgcara mernal dengan selurvh pempinan dan slal
pelaksana. Evaluas: mplermenias: keglatan program
hanya dilakukan melalui mekanisme pengawasan
vang diakukan cleh Inspekionat dan bukan dfakukan
melais mekansame evalias| imermna OPD. Evaluasd
vang dilakukan lebdh memlokueskan pada konsistens
pErEnCansan dan pelaksanaan SMpRaran
pambangunan, Bukan pads efeklifitas implementasi
kegpaian program dan oulcoms yvang difasillkan.

Mendasarkan pads hasl temuan datla @&
lapangan uga diketabui babwa hingga Saal ini
lingkungan Pemeriniah Kota  Frobofngoo  bedurm
gacara maksamal adanya forum yang secara slekef
malaxukan evaluas dan sSnkronisasi perencanaan
yamng ats di dalam dokusmen RPJIMD, Renstra OPC
dan Ren@ OFD. Dengan Gdak adanya evaluas
tersebut, dimungkmkan bidak lerjadi sinkromsas dan
komslsiens:  Perencansan  Pembangunan  dengan
pancapaian visi dan mesi Pemarindah Koda,

Tidak ada pendokumentasian dan
pengkomunikasian  hasil  kegiatan  program
pembangunan

Fendokumsntastan hiasd Empdemant ask
kegiatan program sangal penting sebagai bahan
pembelsiaran dari perencanaan. Dengan

3.

didokirmentasikannya  hasd  perancanasn  dan
pelaksanaan kegiaian program, maka dagat dijadkan
pembeisaran bag aparatw pemerintahan yamy ae
dalam FIBAYEsLA safuah PErancana
pambangunan yang bersifal inovabf.

Tidak adanya penokomundasien juga bernad
pada hasd pelafhan dan  atau pengembangan
kapasitas SDM yang dikut oleh aparabe pamenniah.
Seharusnya hasil proses permbeiajaran yang lelah
dilkuti @leh  seorang  aparates  penarintah dapat
dissbaruaskan pada aparate  pemenntsh  dalam
internad OPD. Hal ini dilakukan sebagai  upaya
penyebartessan nformasi,.  pengstahuan dan
kedrampean kepada aparalur pameninbah yandg lam,

Tidak Adanya Rencana
Sumberdaya Manusia

Mendasarkan pada hasl flemuean dsla @
lapangan dikatabui saal =6 fidak adanya kebijakan &
tngkat OPD yang diparguenakan sebagai dasar dalam
malakukan upaya pengembangan  swTberdays
manusia,  baik  dalam  aspek  pesencanaan,
pelaksanaan can  evaluas  kegatan  progeam.
Diperiukian  adanya  identifikas] komgstensd  dan
rencang pengambangan kompelens aparal dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan
fungsi  {TUPOESD dan locus  wlama  layanan
Organisasi Pemeriniah Daerah (OFD),

Basl im pengembangan  kapasiias  SDM
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daoerah dan
Pengembangan S04 Kota Probolinggo  yang bebin
marupek pada pengembangan kapasitas S0M dalam
absa organsas serta kemampuantya sabagai aparal
birokrasi secara wmum dan iidak berokus padas
kormpetensi - aparal  dadam o molaksanakan  bugas,
pakok dan kegs serta layanan OPD

Dengan  tanpa adanya  pengemoangan
kapasitas SDM yang Berdokes pada kompetensi
terkalt demgan focus wama layvanan OPC, berakibal
lemahewa  Kemampuan  SDM dalam  metakukan
analisss data yang dipergunakan unhul perencansan
RrOgranm pemoangursan,

Pengambangan kapasitas S0M dalam kondeks
pemanntah memeang Sperdukan wiuk e ey
prinsp Good Gowvernancs soperti elisiensi, elekiivilas
dan tanggap (Ginting & Daeli, 2012). Pedu poda
diperhat&an dalam pengembangan kapastas S0
aparatur pemeredab daerah adaiah eralckasiannya
anggaran pengembangan  kapastas  S0M untuk
perencansan pembangunan dalam APBD  (Ashar,
2010,

Pentingnya program  pedatihan bagp SO
aparaber  Pemarindah  Koda  Probolinggo secasa
berkedanpidan  agar memEki - kempelensi | dalam
perencanasn pembangunan jege felah dibukdikan
dari hasil perellian yang dakukan oleh Pakpahan
etal (3014} yang mengalakan behwa Kapasdas
aparater delam bekerja uniuk mencapal  beean
organisasi dipanganehi oleh pefalhan,

Pengembangan

Lemahnya Data Input Perencanaan Program
Pgrencanaan kegiatan program psmbangenan
hingga saat mé masih mengandalkan pada hasd
487




1
Wakhju Krignsnie dan MyMMMmmmmmmwm&Hmd
Frotobagec)

Bmgdungan Famanintah Kaka

Musranbang, Ingnisnya kabubuan yang disamgaian
malaks mekanigne Mussenbang jerkadang  Gdak
menyentun pada akar permasalahan dan kebuwiufan
nyata masyarakat, Kefemahan data sebagai inpul
utama dalam perencanaan program pembangunan
je3a diternukan dan hasil peneitian yang dilakubkan
olah Wiloneswedo (2007, dmana sangal sedikit data
yang dapat dihimpuen ssbagal perbmbangan rasicnal
PEFEACATEAN D rmbanpenan,

Aparal  juga befem sedara opdimal
mempergunakan data yang dapat diperoleh dan
barbagai pihak wvang memiliki o refevans  dengan
perencanasn program. Sebaga akicalnya, keglatan
program  yang deepcanakan Sefale barsal rubin
Langa adanya inovasi.

Dibuteh&an  responssitas dan aparatus
pemerintabh dasrah  unbuk mampu mangenal
kebutuhan  masyarakal, menyusun o agends
pambanguman dan prionkasnya seria

mangembangkan  program  pembangunan  Sesual
dengan aspiras:  dan  kebutuhan  masyarakat
(Sudarajat, 2014), Pentngnya dukungan dafa m
sapearil yang diatskan obeh Kuncoro {2018), dimana
galah eatu faktor alasan gagaings perencEnRzan
pembangunan  adalah  fidak  adanya  dandatau
dukusngan data yang memadal sera dapat dipercaya.

5. Cepatnya Intensitas Mutasi Aparal Birokrasi

Salah satu fakior yang cukup Despengand
tarhadap elekliftas perencanaan program  adatah
terialy cepainya Inensdas mufas: aparais  wniuk
mangiai  kekoeongan  posis. Cepatnya madasd
sadrang aparalur peemerintah dan OPD satu ke OPD
lainnya menjadian belum funtasnya pemahaman
aparabur tersobul akan begas pokok dan lungsanya.
Saharusnya mulas! aparalur psemarintah d@lakukan
secara tranaparan dan sebaga bentuk penghargaan,
bukan dengan  pedimbangan  sekedar  pengisian
jpbatan semata (Aprian, 2015}

Kiewfisi i diperparah dengan lidak
didokunantasikan  dan  d&omunikaskannya  hasd
perencanaan dan pelaksanaan program yany dapat
dijadikan bahan bedajar bag aparabe panggantaya.

SIMPLILAN
Memperhatikan By peemBlanan datas, maka
sofues dan arah kebijakan dafam Peningkatan Kapasilas

Aparatur Femerintah dalam Ferencanaan

Pembangunan  di  Engeungan  Pemerintsh Kota

Prabalingge adalah sebagai bedkutb;

1. Unluk lsu beben adanyz mekanizme  evaluasi
pfekblilas perencanaan progeam pemBbangunan dan
pencapsan oulcoms, dperduikan adanya kebijakan
yang dimaksudian wiok
a. mendokurmenbasikan hasd pelakeanaan kegialan

program,
b. melakukan  evaluasl  pencapalan oubcome
kegaian progeam pemibangunan,

c. mengkomunikas&an hasd evaluasi pencapasan
program  pembangunan  secara  ruin  kepada
aparatur pemerdntah,

d

menjadikan - pancapaian  oultome  Keggatan

sebagal salah saiu bolok ukur evalsasi kKinesga

OPD,

o, melakukan evaluas pencapaian renstr dan renga
OPD secass periodic pada seliap akhir tahon
anggaran,

[ malakukan sinkroresasi perencanaan  program
renfa OFD dengan mengacu pada renstra OFD
cian RPJAC Kota Probalinggo.

2. Uniuk B Eum optimaimya sistam
pendolkuementasian  hasl pelaksanaan  keglatan
prograrm, diparlukan kebijakan dad Pemeandah Kota
Probalingpo untuk melakukan pengembangsn sstem
informasi  pelaporan hasl  pelaksaaan  kegiatan
program  Barbasis pada ieknofogi ndormasi | yang
dapat diakses oleh semus pihak,

3. Sedangkan uniuk iSe balum  cukup  optmalnya
kapasitas  SDM aparatur Peamesintzh  Kots
Probolingge  dalam  perencanaan  pembangunan,
maka diperukan adamsya dukungan kebsakan o
lingkungan Pemenntah Kotz Probolinggo  yang
dimassudian uniuk
a. menyusun road map angan S0 yang

menjadl satu kesatuan dengan analizie [abatan &
Engkursgan OPD,

b. menyeienggarakan  padatihan  secara  periodic

untuk  maning=atkan  kompetens=  SDM - dalam

perancanaan kegaian prodgram pembangunan,

C. memperkeal  sinergitas  data perencansan
pembangunan  dengan  berbagai  stakehokiers
terkait.
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